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ABSTRACT

Pemerintah provinsi Papua melalui biro Humas dan Protokol dengan tugas pokok
mempublikasikan kegiatan pemerintah provinsi Papua melalui media massa guna menciptakan
dan membina hubungan yang positif, baik dalam lingkup pemerintah provinsi Papua maupun
kepada masyarakat Papua. Biro Humas dan Protokol suatu instansi pemerintah merupakan ujung
tombak pengelolaan informasi dalam upaya menciptakan tata kelola humas yang baik sebagai
bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik pula. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan
peran biro Humas dan Protokol sekretariat daerah provinsi Papua dalam aktivitas dan pengelolaan
hubungan dengan media massa (media relations) serta untuk mengidentifikasi kendala yang
dihadapi biro Humas dan Protokol sekretariat daerah provinsi Papua dalam aktivitas media
relations tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dengan teknik
pengumpulan data melalui wawancara terhadap pejabat dan staf biro Humas dan Protokol
sekretariat daerah provinsi Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biro Humas dan Protokol
sekretariat daerah provinsi Papua telah memenuhi dan menjalankan perannya dengan sangat baik
dalam aktivitas media relations. Terbukti dari tersedianya dokumen perjanjian kerja sama dengan
media massa, adanya pelayanan protokoler serta aktivitas dokumentasi dan publikasi untuk
penyebarluasan informasi. Faktor yang memengaruhi pemenuhan peran tersebut ialah adanya
kerja sama, tanggung jawab, dan komitmen dari staf humas, dukungan pimpinan, jumlah dan
kualifikasi staf yang memadai. Adapun kendala yang diahadapi biro Humas dan Protokoler
sekretariat daerah provinsi Papua adalah minimnya konfirmasi awal dari pihak media massa
terkait penempatan halaman pemberitaan dan gambar yang terkadang tidak sesuai dengan
kesepakatan kerja sama. Sehingga, diperlukan sistem kontrol yang memberi hak kepada biro
Humas dan Protokol sekretariat derah provinsi Papua agar pemberitaan di media massa sesuai
dengan isi perjanjian kerja sama.
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PENDAHULUAN

Dewasa ini keberadaan bagian humas semakin tidak terelakkan bagi suatu organisasi, baik
organisasi pemerintah maupun swasta. Termasuk bagi pemerintah provinsi Papua melalui biro
Humas dan Protokol yang memiliki tugas pokok dan fungsi mempublikasikan segala aktivitas
pemerintah untuk membina hubungan yang semakin positif, baik kepada pihak-pihak dalam
lingkup pemerintah provinsi Papua itu sendiri maupun kepada masyarakat provinsi Papua secara
umum.

Pemerintah provinsi sebagai suatu organisasi memiliki strukturnya sendiri untuk mendukung
pelayanan kepada masyarakat pada berbagai aspek kepentingan, baik secara formal maupun
nonformal sesuai dengan ketentutan hukum positif yang ada di Indonesia, dan salah satu bagian
dalam struktur organisasi pemerintah tersebut ialah Hubungan Masyarakat yang kemudian
disingkat dengan Humas, yang berperan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat
terkait kebijakan pemerintah maupun masalah publik lainnya (Rahmat & Bakti, 2016). Tantangan
humas kedepannya semakin berat dengan adanya dinamika pluralitas yang tidak semuanya selaras
dengan keputusan pemerintah. Hal tersebut menuntut humas agar lebih mampu mengakomodir
aspirasi masyarakat dan tidak terkesan berpihak pada pemerintah saja. Atas dasar ini yang
kemudian menjadi motivasi bagi humas untuk membangun hubungan yang harmonis dengan
media massa atau insan pers.

Media massa baik cetak dan elektronik memiliki fungsi kontrol sosial yang berperan besar
dalam memengaruhi opini publik (Choiriyati, 2015). Bagi pemerintah provinsi Papua, media
massa adalah media komunikasi untuk menyiarkan informasi, gagasan, serta sikap kepada
berbagai stakeholder dan masyarakat secara umum (heterogen). Untuk itu, hubungan dengan
media massa (media relations) sangat penting untuk dijalin dengan baik.m Media relations dalam
konteks penelitian ini berbicara tentang hubungan antara biro humas dengan media massa dalam
hal ini ialah para jurnalis sebagai individu yang berhubungan langsung dalam proses publikasi
berita pemerintahan provinsi Papua.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti melalui wawancara dengan beberapa staf humas
sekretariat daerah provinsi Papua dan melalui hasil pengamatan terhadap dokumen kerja sama dan
hasil pemberitaan yang dimuat pada media massa, ditemukan bahwa hubungan antara biro humas

dengan para jurnalis terbilang harmonis. Atas dasar itu, sehingga penelitian ini berupaya



menganalisis peran biro Humas dan Protokol sekretariat daerah provinsi Papua dalam upayanya
menciptakan dan mengelola hubungan yang harmonis dengan media massa yang ada di provinsi
Papua. Meskipun tidak dapat ditampik bahwa masih terdapat hambatan dalam aktivitas media

relations antara biro Humas dan Protokol dan media massa di provinsi Papua.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data
berupa wawancara terhadap kepala biro Humas dan Protokol sekretariat daerah provinsi Papua, ,
kepala sub bagian kerjasama media, dan 2 orang jurnalis media massa. Selain menggunakan teknik
wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi atau
pengamatan langsung, dokumentasi, dan studi Pustaka. Penelitian ini dilakukan di kantor biro

Humas dan Protokol sekretariat daerah provinsi Papua.

HASIL
Aktivitas Media Relations

Hubungan antara biro Humas dan Protokol dengan media massa selama ini telah berjalan
dengan baik, namun terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi dalam aktivitas media relations
tersebut. Peran biro Humas dan Protokol dalam meneruskan pesan visi dan misi pemerintah
provinsi Papua yaitu Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera kepada masyarakat luas, terus
mengedepankan muatan dan konten-konten yang edukatif, seperti yang disampaikan kepala biro
Humas dan Protokol, Israil llolu bahwa sebagai corong pemerintahan, pihaknya akan memberikan
keterbukaan akses informasi bagi masyarakat luas serta menjadi penyambung informasi
pembangunan dari masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam lingkup
pemerintah provinsi Papua yang sejalan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 yang
menerangkan bahwa segala informasi harus diketahui oleh masyarakat luas.

Selain itu, hasil wawancara dengan kepala sub bagian kerjasama media, Feri Uduas
mengemukakan bahwa peran biro Humas dan Protokol dibantu oleh PPID (Pejabat Pengelola
Informasi Daerah) yang berperan dalam menyediakan informasi pembangunan yang ada di

provinsi Papua, sehingga informasi tersebut dapat diterima lebih cepat oleh masyarakat.



Biro Humas dan Protokol sekretariat provinsi Papua sangat membantu para jurnalis dalam
aktivitas peliputan berita, termasuk aktivitas wawancara narasumber untuk mendukung publisistas
yang akurat dan berimbang. Hal ini sejalan dengan informasi yang diberikan oleh Yamander,
seorang jurnalis Cenderawasih Pos. Selain itu, diperoleh informasi melalui Hesti, seorang
wartawan TVRI Papua yang menyatakan bahwa selama ini biro humas telah menjalankan
kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama dengan baik, terutama dalam penayangan
informasi tentang pembangunan dan program strategis gubernur Papua yaitu Gerbangmas Hasrat
Papua.

Bentuk aktivitas media relations lainnya yang juga sering dilakukan biro Humas dan Protokol
ialah menggelar jumpa pers untuk melakukan klarifikasi terhadap suatu isu yang muncul di tengah

masyarakat. Hal tersebut dikemukakan oleh kepala sub bagian kerjasama media, Fery Uduas.

Kendala yang Dihadapi dalam Aktivitas Media Relations

Beberapa kendala yang terjadi dalam aktivitas Media Relations biro Humas dan Protokol
sekretariat daerah provinsi Papua dikemukakan oleh Fery Uduas, diantaranya ialah penyampaian
berita yang penulisan serta halaman pemberitaannya yang tidak sesuai, di mana pada perjanjian
kerjasama tertuang bahwa pemberitaan ditempatkan pada halaman pertama media cetak, namun
pada kenyataannya terkadang media menempatkan pada halaman lain. Melalui perjanjian
kerjasama, pemberitaan pemerintah provinsi Papua harusnya ditempatkan pada rubrik atau
halaman Papua Bangkit. Selain itu, ukuran gambar pada pemberitaan pemerintah provinsi dibuat
lebih kecil dibanding pemberitaan tentang pemerintah kabupaten/kota.

Ketidak sesuaian tersebut juga telah diobservasi peneliti dengan melakukan pengamatan
terhadap kesalahan pada pemberitaan yang dimaksud dan dicocokkan dengan dokumen perjanjian
kerjasama antara biro Humas dan Protokol dengan pihak media massa.

PEMBAHASAN

Biro Humas dan Protokol sekretariat daerah provinsi Papua memiliki peran penting dalam
menjaga sistem komunikasi pemerintah dengan stakeholder dan masyarakat, sehingga kebijakan
dan program pembangunan akan lebih tepat sasaran. Biro Humas dan Protokol hadir sebagai wakil

pemerintah dalam mendengar aspirasi masyarakat dan mengupayakan agar himbauan, arahan,



instruksi dari pemerintah dapat didengar oleh masyarakat melalui berbagai media komunikasi
seperti media massa cetak maupun elektronik (Siswanto & Abraham, 2016).

Media massa memiliki peran dan pengaruh, terutama di era perkembangan pesat teknologi
informasi dan komunikasi seperti saat ini, humas pemerintahan harus lebih jeli dalam
memanfaatkan media massa dengan maksimal sehingga upaya publisistas menjadi efektif dengan
tujuan akhir yaitu menciptakan dan menjaga citra positif pemerintah. Hal ini disadari sepenuhnya
bahwa komunikasi yang baik dan berkualitas dapat mendekatkan pemerintah pada pencapaian
terlaksananya visi dan misi pemerintah provinsi Papua.

Biro Humas dan Protokol sekretariat daerah provinsi Papua tidak hanya menjalankan fungsi
publisitas, tapi juga sebagai fasilitator komunikasi dengan peran membina hubungan baik secara
internal dan eksternal. Hubungan internal yang dimaksud ialah hubungan antara sekretariat daerah
dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup provinsi Papua agar hubungan
kerja terjalin harmonis yang akan berdampak pada kualitas kinerja unsur terkait. Sementara yang
dimaksud dengan hubungan eksternal ialah hubungan antara sekretariat daerah dengan masyarakat
umum secara luas.

Biro Humas dan Protokol sekretariat daerah provinsi Papua dalam aktivitasnya juga
mengikutsertakan para jurnalis pada beberapa kegiatan pemerintah untuk diliput secara langsung,
sehingga biro humas tidak perlu lagi membuat press release. Melalui cara ini, biro humas dapat
mengefisienkan waktu untuk bekerja. Pada kegiatan-kegiatan formal, biro humas telah
menyediakan tempat atau ruangan khusus bagi para jurnalis untuk melakukan peliputan atau yang
biasa dikenal dengan ruangan media center. Selain penyediaan media center, bentuk pelibatan
jurnalis dapat juga dilihat ketika biro humas melakukan konferensi pers untuk mengklarifikasi
suatu isu tertentu yang berkaitan dengan wewenang pemerintah provinsi Papua yang sedang
hangat diperbincangkan di tengah masyarakat.

Aktivitas media relations biro Humas dan Protokol sekretariat daerah provinsi Papua
menunjukkan bahwa proses komunikasi yang terjalin antara biro Humas dan Protokol dengan
media massa ialah komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang menempatkan komunikator dan
komunikan dalam posisi yang setara, termasuk dalam hal pertanggung jawaban pemberitaan, baik
media massa maupun biro humas sama-sama memiliki tanggung jawab yang setara. Karena

komunikasi berlangsung dua arah, sehingga proses pemberitaan yang dilakukan media massa



mayoritas telah sesuai dengan perjanjian kerjasama. Meskipun tidak bisa dielakkan bahwa
kesalahan penulisan, penempatan halaman pemberitaan dan gambar terkadang tidak sesuai.
Namun, biro Humas dan Protokol sekretariat daerah provinsi Papua menyadari itu semua sebagai
suatu hal yang tidak disengaja oleh pihak media massa, sehingga proses komunikasi dua arah juga
dapat berperan dalam meminimalisir atau memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Misalnya
dengan memuat berita kembali yang telah diperbaiki pada edisi berikutnya.

Berdasarkan deskripsi tersebut, dapat dikatakan bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan
oleh biro Humas dan Protokol sekretariat daerah provinsi Papua sebagai corong komunikasi telah
dijalankan. Relevan yang dikemukakan oleh Cutlip & Centre (2006) bahwa humas harus
menciptakan, menjaga, dan mengelola dengan baik proses keberlangsungan komunikasi dua arah
dan bertindak sebagai fasilitator komunikasi antara organisasi dengan publiknya (eksternal dan

internal), serta menjaga saluran komunikasi tetap transparan dan mudah diakses.

KESIMPULAN

Aktivitas Media Relations biro Humas dan Protokol sekretariat daerah provinsi Papua
meskipun sudah berjalan dengan baik selama ini, namun masih tetap harus melakukan
pembenahan pada berbagai hal terkait. Yang perlu diprioritaskan adalah penyelesaian kendala
yang dihadapi biro Humas dan Protokol, di mana pihak media massa kadang-kadang tidak
konsisten dalam menjalankan isi perjanjian kerja sama.

Biro Humas dan Protokol sebaiknya mengajukan sistem kontrol yang juga dituangkan dalam
perjanjian kerja sama yang memungkinkan biro Humas dan Protokol melakukan pemantauan atas

rencana pemberitaan aktivitas pemerintah provinsi Papua sebelum diterbitkan.
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